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b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelotaan Keuangan pada
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang pertu menetapkan tarif yang mengatur tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Kepelabuhanan pada Unit
Manajemen Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan BebasSabangi

c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Kebijakan, norma, standar
dan prosedur petaksanaan kewenangan bidang perhubungan taut yang
dflimpahkan kepada Dewan KawasanSabang, pertu menetapkan Peraturan

a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 peraturan pemerintah
Nomor 83 tahun 2010 ten tang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah
Kepada Dewan Kawasan Sabang perlu menetapkan tarif dan layanan jasa
kepelabuhanan yang mengatur tentang petunjuk Pelaksanaan Jenis dan
Tarif Layanan Kepelabuhanan pada Unit Manajemen Pelabuhan Badan
PengusahaanKawasanPerdagangan Bebasdan Pelabuhan BebasSabang:

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

TENTANG

NOMOR Ol. TAHUN 2019

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PEROAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

(BPKS)

SABANG

Menimbang
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Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan
Kepelabuhanan pada Unit Manajernen Pelabuhan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan BebasSabang;

d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf (a),
huruf (b) dan huruf (c) perlu rnenetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Kepelabuhanan
pada Unit Manajernen Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebasdan Pelabuhan BebasSabang

1. Undang-Undang Nornor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi
Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor
252, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4054);

2. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2006 tentang Pernerintahan Aceh
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 62, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4633);

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 64, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4849);

4. Peraturan Pemerintah Nornor 83 Tahun 2010 tentang Pelirnpahan
Kewenangan Pernerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 143, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5175);

5. Peraturan Pemerintah Nornor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan pada Badan Penguasahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan BebasSabang;

6. Peraturan Pernerintah Nornor 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 151, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5070);

7. Peraturan Pernerintah Nornor 16 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kernenterian
Perhubungan;

8. Peraturan Menteri Pernberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nornor 38 Tahun 2011 ten tang Status Kelernbagaan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan BebasSabang;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 03 Tahun 2013 tentang
Kebijakan Norma Standard dan Prosedur Pelaksanaan Kewenangan Bidang
Perhubungan Laut yang dilirnpahkan kepada Dewan KawasanSabang;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis,
struktur golongan dan rnekanisrne Penetapan tarif Jasa Kepelabuhanan;

Mengingat
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Pasal1

Dalam penyusunan Prosedur Pelaksanan ini yang di maksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
(BPKS) adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural yang mengelola
Kawasan Perdagangan 8ebas dan Pelabuhan 8ebas Sabang, yang
selanjutnya disebut Kawasan Sabang, yang meliputi Kota Sabang (Pulau
Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo), dan
sebagian Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau
Teunom) serta pulau-pulau keeil di sekitamya yang terletak dalam batas­
batas koordfnat sebaga1mana tertampfr datam Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2000 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

BABI
KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN :

PERATURANKEPALABADANPENGUSAHAANKAWASANPERDAGANGANBEBASDAN

PELABUHANBEBASSABANGTENTANGPETUNJUKPELAKSANAANJENISDANTARIF

LAYANAN KEPELABUHANANPADA UNIT MANAJEMEN PELABUHAN BADAN

PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SABANG.

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Sarana
Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;

12. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (OKS)
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
PengusahaanKawasanPerdagangan bebas dan Pelabuhan BebasSabang;

13. Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (OKS)
Nomor 06/DKS/2001 tentang Tata Laksana Kepabeanan Dalam Bidang
tmpor, Ekspor, Barang Penumpang dan Barang Pindahan Dalam Kawasan
Sabang;

14. Keputusan Gubemur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (OKS)
Nornor 515/19/2016 tentang Penetapan Pola Ketola Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan BebasSabang;

15. Keputusan Gubemur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (OKS)
Nomor 515/40/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepata Badan
PengusahaanKawasanPerdagangan Bebasdan Pelabuhan BebasSabang.

Menetapkan
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2. PeLabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di
sekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat
kapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang, dan/atau
bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
peLayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antar moda transportasi;

3. Pelabuhan BPKSadalah pelabuhan yang berada di wiLayah kerja Badan
PengusahaanKawasan Perdagangan Bebasdan PeLabuhanBebasSabangdan
diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan BebasSabang yang terdiri dari TerminaL Umum, TerminaL untuk
Kepentingan Sendiri, Terminal Khususdan Perairan PeLabuhanSabang;

4. Perairan PeLabuhanBPKSadalah wilayah perairan berdasarkan batas yang
ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan batas wilayah Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, batas wilayah
berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Sabang dan batas wilayah Oaerah
Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan Oaerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan yang ditetapkan· Pemerintah ;

5. Kepala BPKS adalah Pimpinan pada Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebasdan Pelabuhan BebasSabang;

6. Oeputi Komersial dan Investasi adalah pimpinan pada Bidang Kedeputian
Komersial dan Investasi pada lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebasdan PeLabuhanBebasSabang;

7. Kepala Kantor Unit Manajemen pelabuhan adalah Pimpinan Pelaksana
Tehnis Kepelabuhanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan BebasSabang;

8. Unit Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut
UPPTSP adalah Unit Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu pada Badan
PengusahaanKawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan BebasSabang;

9. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan pendapatan yang diperoleh
atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat, dan jasa
penunjang kepelabuhanan lainnya di pelabuhan yang di selenggarakan oleh
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang, yang terdiri dari Pelabuhan Umum, Pelabuhan untuk Kepentingan
Sendiri, Pelabuhan Khusus, dan perairan pelabuhan Badan Pengusahaan
KawasanSabang ;

10. Pelabuhan Khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang
terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (OLKr) dan daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan
terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha
pokoknya;
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11. Pelabuhan untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut TUKSadaLah
terminaL yang terletak dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah
lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan merupakan bagian dari
pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri dengan usaha pokoknya;

12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan
dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaran air
yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta
alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

13. KapaLmelakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di
pelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang,
penumpang dan hewan, termasuk KapaL Pemerintah, Tentara NasionaL
Indonesia (TNI) atau KepoLisianRepubLik Indonesia (POLRI);

14. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung
di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang,
penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan bunker,
mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam
melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal,
mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, tank cleaning
serta pembasmianhama(fumigasi);

15. Kapal lay-up adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan
sebagai area lay-up sesuai peraturan perundang-undangandan tidak
dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan
perlakuan ketentuan jumlah awak kapal berdasakanklasifikasi kegiatan
lay-up nya (hot lay-up, semi cold stacking, cold stacking) dan disampaikan
sebagaikapallay-up padasaat keclatangankepadaSyahbandar;

16. Kapal Yacht dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khusus
untuk berekreasiIolahraga/melakukan perlombaan-perlombaan di laut,
baik yang digerakkan denganpesawat pendorong, layar, ataupun dengan
cara-caralain;

17. Bouy adalah perangkat apungyang dapat memiliki berbagai fungsi, buoy
dapat berlabuh / mengambangatau dibiarkan melayang untuk kapal
bertambat ataupun sebagai penanda yang diletakkan di laut agar kapal
tidak merapat dikarenakankeclalamanlaut yangdangkal;

18. Angkutan Laut Luar Negen adalah kegiatan angkutan laut dan pelabuhan
Indonesiake pelabuhanluar negen atau sebaliknya, termasukmelanjutkan
kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang
diselenggarakanoleh perusahaanangkutanlaut;

19. Angkutan Laut Dalam Negen adalah kegiatan angkutan laut antar
pelabuhan yang dilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia yang
diselenggarakanoleh perusahaanangkutantaut;

20. Angkutan Laut Permttsadalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhandi
wilayah Indonesiayang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk
menghubungkandaerahterpencil dan belumberkembang;
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21. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah
Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang
berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang
berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT;

22. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nahkoda agar olah
gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;

23. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawaL, menjaga, rnenarik
atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau
untuk melepas dan tambatan dermaga, breasting dolphin, pelampungdan
kapal Lainnyadenganmenggunakankapal tunda;

24. Kargo adalah semua jems baranglhewan muatan kapal yang
dibongkarIdimuat dan dan ke kapal yang diangkut dan pelabuhanasal ke
pelabuhantujuan, dapat berupaangkutanantar pulauatau impor/ekspor;

25. Gudang adaLahmerupakan suatu tempat atau bangunan beratap yang
diperuntukan untuk menimbundan menyimpanbarangdengantujuan agar
barang tersebut terhindar dan kerusakan dan kehilangan karena ulah
manusia,hewan, seranggamaupunkarenacuaca;

26. GudangTransit adalahgudanglini I (satu) diamanbarangyang dimasukkan
ke dalam gudangtersebut telah siap untuk diteruskan ke tempat tujuan,
baik untuk diekspor maupun diteruskan ke tempat pemiliknya atau
consignee dalamwaktu yangtidak lama/sementara;

27. Root On-Roll Off yang selanjutnya disebut kapal Roroadalah moda dalam
pengangkutanbarangyangbisamemuat/membongkarkargo masuk/keluar
kapal dengan penggeraknyasendirt, menggunakankapal yang dilengkapi
ramp door;

28. Gross Tonage selanjutnya disebut GT adalah perhitungan volume semua
ruang yang tertetak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume
ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi
ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak
paling atas (superstructure), tonasekotor dinyatakandalamton yaitu suatu
unit volume sebesar100 (seratus)kaki kubik yangsetara dengan2,83 (dua
komadelapantiga) kubik meter.

29. Etmal adalahsatuanuntuk menghitunglamanyakapal beradadi petabuhan.

30. Syahbandaradalah pejabat pemerintah di pelabuhanyangdi angkat oleh
Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan
melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran.
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(2) Pelaksanaanketentuan tarif layananair bersihdan tarif layananjasa

terkait lainnya, sebagaimanatersebut dalamPasal2 huruf (c) terdiri atas:

a. tarif layananair bersih;

b. tarif layananpasspelabuhanuntuk orangdan kendaraan;

c. layananlistrik;

d. layanansampah/kebersihandermaga;

e. penagihan, penyetoran dan pelaporan; dan

f. denda/konsekuensi;

(1) Jenis tarif pelaksanaanlayanankepelabuhanansebagaimanatersebut
dalamPasal2 huruf (a) terdiri dari :

a. tarif layananjasa kapal;

b. tarif layananjasa barang;

c. tarif layananjasa alat danpenunjangkegiatankepelabuhanan;

Pasal3

BAB II
JENIS TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN

Ruang lingkup pengaturan jenis dan tarif pelaksanaanlayanan dan kegiatan
kepelabuhanan,meliputi:
a. jenis tarif jasa layanan;

b. pelaksanaantarif layananjasa kepelabuhanan;

c. pelaksanaan jasa layanan operasional dan administrasi kepelabuhanan
terkait lainnya;

Pasal2
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Layanan kepelabuhanan meliputi :

(1) Perusahaan mitra pelabuhan yang bekerja di wilayah kerja operasional
pelabuhan bebas Sabang, telah terdattar dan atau telah mendapatkan
Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP)yang dfkeluarkan oleh PTSPBPKS.

(2) Perusahaan peLayaran/kapten kapal harus menyampaikan pemyataan
umum kedatangan kapal (General Declaration) selambat-lambatnya 24 (dua
puluh empat) jam sejak kedatangan kapal, ke alamat kantor pelabuhan
BPKSdf jalan Malayahati, Kota Bawah Barat, Sabang - Aceh.

(3) Surat penunjukan keagenan perusahaan pelayaran harus
mengajukan pemohonan tambat kapal sebelum pelaksanaan
kegiatan bongkar/muat dengan melampirkan:

a. surat permohonan kedatangan kapal;
b. ships particular (surat ukur kapal);
c. bHlofloading «b/l) dan/atau manifest;

(4) Data kegiatan bongkar/muat;

(5) Pelayanan kapal yang berkunjung ke pelabuhan BPKS harus memenuhi
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 ten tang Kepelabuhanan;

c. SOLAS 1974 (Safety Of ute At Sea);

d. Marpol1983 (Marine Potution);

e. Konvensi Intemasionallainnya yang telah dtratifikas], serta ketentuan­
ketentuan yang berlaku dan Kementenan Perhubungan dan BPKS.

Pasal5

Tarit layanan kapal terdiri atas;

(1) Tarif jasa pelayanan labuh kapal;

(2) Tarit jasa pelayanan alat apung;

(3) Tarit jasa pelayanan pemanduan kapal;

(4) Tant jasa pelayanan penundaan kapal;

(5) Tanf jasa pelayanan tambat kapal;

(6) Tarif jasa pelayanan angkutan laut perintis; dan

(7) Jasa pelayanan kapal yacht dan sejenisnya;

Pasal4

Bagian kesatu
Tarif Layanan Kapal

BAB III
PELAKSANAANTARIF

PELAYANAN KEPELABUHANAN
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(6) Kapal-kapaLangkutan Lautberbendera Indonesia:

a. yang tidak melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau luar negeri
ditetapkan tarif pelayanan kepeLabuhanan dalam Rupiah (lOR);

b. yang melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri,
ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan daLam Dollar Amerika
Serikat (USO).

(7) Kapal Angkutan Laut Oalam Negeri dikenakan tarif pelayanan kapal daLam
mata uang Rupiah (lOR).

(8) Kapal Angkutan Luar Negeri yang menyinggahi satu atau beberapa
pelabuhan di Indonesia termasuk kapal perang negara lain, dikenakan tarif
peLayanankapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).

(9) Kapal-kapal berbendera asing yang memiliki izin melakukan kegiatan
angkutan laut dalam negeri ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan
daLamDollar Amerika Serikat (USO).

(10) BPKS akan menerbitkan nota tagihan kepelabuhanan berdasarkan Port
Record dari kantor Unit Pelabuhan BPKSdengan syarat-syarat sebagai
berikut:

a. kapal yang beradadi pelabuhanBPKSkurangdari 1 (satu) bulan nota
pelayanankepelabuhanakan di terbitkan sesuaidenganwaktu kapal
berangkatlkeLuar;

b. kapal yang beradadi pelabuhanBPKSlebih dari 1 (satu) bulan sampai
dengan 3 (tiga) bulan, nota pelayanan kepelabuhanannya akan
diterbitkan setiap bulan;

c. kapal yang berada di pelabuhanBPKSlebih dari 3 (tiga) bulan, nota
pelayanankepelabuhanannyaakanditerbitkan setiap 3 (tiga) bulan.

(11)Setiap perrnintaan layanan jasa kepelabuhanan, layanan jasa kapal,
layananjasa barang, layananjasa alat dan penunjangoperasionalkegiatan
kepelabuhanan, badan usaha penyedia jasa wajib menyampaikansurat
permohonansecaratertulis, dan atau mengisi formulir pelayanansebelum
menggunakanlayanan.

(12)Pembayaran nota tagihan layanan kepelabuhanan harus diLakukan
selambat-lambatnya7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal nota terbit pada
bankmitra yangditunjuk.

(13)Kelalaian dan keterlambatan pelunasannota tagfhan kepelabuhananakan
dfkenakansanksf,sesuai;

a. tindakan pertama, penangguhanpenerbitan Surat PersetujuanBerlayar
(SPB)padakunjunganberikutnya dari syahbandar;

b. tindakan kedua, sesuaidenganSOPpiutang BPKS.
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(14) Pengajuan keberatan atas nota tagihan pelayanan kepelabuhanan dapat
dilakukan dengan kondisi:

a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah nota tagihan pelayanan
kepelabuhananditerbitkan;

b. melampirkan surat keberatan yang ditujukan kepada BPKS(penerbit
nota tagihan kepelabuhanan) yang memuat alasan keberatan dan
fotocopy nota tagihanpelayanankepeLabuhanan;

c. mekanismepenyelesaiankeberatannyamengacukepada SOPpiutang
BPKS.

(15)Nilai tagihanpelayanankepelabuhananuntuk:

a. mata uangrupiah per nota tagihan minimal sebesarlOR 200.000,- (dua
ratus ribu rupiah);

b. mata uangdollar amerika serikat per nota tagihanminimal sebesarUSD
20,00 (duapuluhdolar amerikaserikat).

Pasal6

Jasa Pelayanan Labuh Kapal

(1) Permintaan jasa pelayanan labuh kapal dilakukan oleh perusahaan
pelayarandan/atau keagenanpelayarankepadaBPKSselambat-lambatnya
1x 24jam sebelumpelayananlabuhdibutuhkan.

(2) Permintaanjasa pelayananlabuhkapal denganmelampir1<.an:
a. surat permohonan kedatangan kapal;
b. ships particular (surat ukur kapal);
c. bill of loading (B/L) dan/atau manifest.

(3) Tarif pelayanan labuh dikenakan terhadap setiap kapal yang berkunjung
dan menggunakanperairan pelabuhan di dalam daerah lingkungan kerja
dan daerahlingkungankepentinganpelabuhan.

(4) Kapalyang menggunakanperairan pelabuhansebagaimanadimaksudpada
ayat (1) dikenakan tarif pelayanan labuh per kunjunganyang didasarkan
pada:

a. ukurandan berat kapal (Gross Tonnage) yangmengacupadasurat ukur
kapal dan/atau surat ukur kapal sementara;

b. JumLahhari perkunjunganadalah 15(lima belas)hari maksimal.

(5) Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal dikenakan
tarif labuhbukanniaga.

(6) Kapal penumpangyang menggunakanperairan pelabuhan sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dikenakan tarif labuh dengansistem perhitungan
dan tarif dasar.



Halaman 11 dari 28

(1) Setiap kapal wajib pandu yang akan menggunakanperairan pelabuhandi
dalam daerah lingkungankerja dan daerah lingkunganwajib mengajukan
permintaanpandukepadaBPKS.

(2) Pelayananpandu dan tarif pandu akan disesuaikandengan kesepakatan
pelayananpandu.

Pasal9
Jasa pelayanan AlatApunS

(1) Alat-alat apungdalam perairan pelabuhandi wilayah lingkungankerja dan
daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin dan
syahbandardanmempunyaiperjanjian kerjasamadenganBPKS.

(2) Tarif alat apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur
dalam mekanisme kerjasama.

Pasal10
Jasa Pelayanan Pemanduan Kapal

Pasal8

Pembebasantarif pelayananlabuhuntuk kapatangkutantaut dalamnegeri, dan
angkutanlaut luar negeri diberikan denganketentuan sebagaiberikut :

a. kapal perang Republik Indonesia, kapal syabandar, kapal navigasi, kapal
patroli kesatuanpenjagaan taut dan pantai (KPLP),kapat bea dan cukai,
kapal penelitian, kapal untuk kegiatan kemanusiaan,kapal pemerintah,
kapal kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI), serta kapal yang
melaksanakantugassearch and rescue (SAR);

b. kapalyangsesuaiketentuan instansiyangberwenangtidak wajib register;

c. kapalyangberlayarmelintasi perairanpelabuhan;

d. kapal sedangdiperbaiki diatasdock.

Pasal7

Kapal yang berada di terminal khusus/TUKSdalam perairan pelabuhan di
wilayah lingkungankerja dan daerah Lingkungankepentinganpelabuhandalam
rangka kegiatan bongkar/muat, repairlperbaikan di perairan, atau standby,
dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai
berikut:

a.1-30hari100%

b. 31-180hari 25%

c. 181-365hari 50%,dan

d. lebih dari 365hari 100%.



Halaman12 dari 28

Tarif pelayanan tambat dihitung sekurang-kurangnyauntuk % (seperempat)
etmal atau 6 (enam)jam denganpembulatansebagai berikut:
(1) Sampaidengan6 (enam)jam dihitung ~ (seperempat)etmal;

(2) lebih dari 6 (enam)jam sampaidengan12 (dua betas) jam dihitung ~
(setengah) etmal;

(3) Lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam
dihitung ~ (tiga perempat) etmal;

(4) lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat)
jam dihitung 1 (satu)etmal.

Pasal13

Pasal12
Jasa Pelayanan Tambat Kapal

(1) Permintaan jasa pelayanan tambat kapal dilakukan oleh perusahaan
pelayarandan/atau keagenanpelayarankepadaBPKSselambat-lambatnya
1x24jam sebelumpelayanantambat dibutuhkan.

(2) Permintaanjasa pelayanantambat kapal denganmelampirkan;

a. ships particular (surat ukur kapal);
b. billofloading (b/l) danl ataumanifest;
c. data kegiatan bongkarl muat; dan
d. stowage plane.

(3) Tarif tambat kapal dikenakanterhadap setiap kapal yang bertambat pada
jenis tambatan yang terdiri dan dermaga, breasting dolphin/pelampung
serta pinggiran (kapal yang merapat pada kapal lain yang sedans
sandarItambat).

(4) Pengenaantarif tambat kapal sebagaimanadimaksudayat (3), didasarkan
pada:
a. ukurandan berat kapal (Gross Tonnage) yangmengacupadasurat ukur

kapal dan/atau surat ukur kapal sementara;

b. jumlah hari masa tambat menggunakan satuan hitung etmal.

Pasal11

Jasa Pelayanan Penundaan Kapal

(1) Setiap pelayanan penundaan kapal yang akan menggunakanperairan
pelabuhandi dalam daerah lingkungankerja dan daerah lingkunganwajib
tunda mengajukanpermintaanpelayananpenundaankapal kepadaBPKS.

(2) Pelayanandan tarff penundaankapal akandisesuaikandengankesepakatan
pelayananpenundaankapal.



Halaman13 dan 28

f/)/

a. untuk kedatanganyang lebih cepat dari jadwal yang direncanakan,
kapal akan dilabuhkan pada area yang ditentukan oleh otoritas
pelabuhandanakandilayani sesuaijadwal yangdirencanakan;

b. untuk keterlambatan dari jadwal yang direncanakan, kapal akan
dilabuhkan pada area yang ditentukan oleh otoritas pelabuhan dan
akandilayani sesuaiaktivitas dermaga.

Pasal16

(1) Kapal yang bertambat pada lebih dari satu jenis tambatan, perhitungan
masatambatnyadidasarkanpada:

a. penjumlahanwaktu dari penggunaanbeberapajenis tambatan; dan

b. dikenakantarif tambatan tertinggi.

(2) Kapal yang bertambat pada jenis tambatan pinggiran dikenakan tarif
tambat 50%(lima puluh persen)dan tarif dasar.

(2) Untuk perubahan waktu jasa layanan tambat dikarenakan permintaan
perusahaanpelayarandan! atau keagenanpelayaranmaka:

(1) Perubahan waktu jasa layanan tambat dilakukan oleh perusahaan
pelayarandan! atau keagenanpelayarankepadaBPKSdikarenakan:

a. kedatangan yang lebih cepat dari jadwal yang direncanakan
disampaikanselambat-Lambatnya2 (dua) jam sebeLumjadwal yang
direncanakan;

b. keterlambatan dari jadwal yang direncanakandisampaikanselambat­
lambatnya6 (enam)jam sebelumjadwal yangdirencanakan;

c. pembatalan layanantambat disampaikanselambat-lambatnya12 (dua
betas)jam sebelumjadwal yangdirencanakan.

Pasal15

Pasal14

(1) Jasa Layanantambat diberikan kepada kapaLyang pertama kali tiba di
perairan peLabuhan (first comeservice)yang disesuaikan dengan
aktivitas dermaga.

(2) Pemberian waktu tambahan untuk kegiatan bongkarImuat maksimaL2
(dua)jam.

(3) ApabiLadalam bataswaktu sebagaimanatersebut padaayat (2) kapaLtidak
dapat melaksanakan bongkarI muat, maka kapal harus keluar dan
dergmaga untuk berlabuh! lego jangkar disesuaikan dengan aktivitas
dermaga.



t/\,
Halaman 14 dan 28

(1) Kapal-kapal yang bertambat pada terminal umum harus sesuai dengan
postst yang telah ditetapkan dengan toleransi penggunaanbatas jarak
maksimum10 (sepuuh)meter.

(2) Perubahanpasisipemakaiantambatan pada terminal umumharusdiajukan
oleh perusahaan/agen pelayaran secara tertulis selambat-lambatnya 4
(empat) jam setelah kapal tambat atau 4 (empat) jam sebelum
pelaksanaanperubahantambatan.

(3) Perubahanposisi/geser dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) jam dari
shifting yangditetapkan.

Pasal19

Pasal18

Pembebasantarif layanantambat untuk kapal angkutan laut dalam negeri, dan
angkutanlaut luar negeri diberikandenganketentuan sebagaiberikut:

(1) Kapal perang RepubUkIndonesia, kapal syabandar, kapal navigasi, kapaL
patroli kesatuanpenjagaan laut dan pantai (KPLP),kapal bea dan cukai,
kapal penelitian, kapal untuk kegiatan kemanusiaan,kapal pemerintah,
kapal kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI), serta kapal yang
meLaksanakantugassearch and rescue (SAR);

(2) Kapalyangsesuaiketentuan instansiyangberwenangtidak wajib register;

(3) Kapalyangberlayarmelintasi perairanpelabuhan;dan

(4) Kapalsedangdiperbaiki di atasdock.

Pasal17

(1) Kelebihanwaktu tambat dari batas waktu yang direncanakanperusahaan
pelayaran danl atau keagenanpelayaran dapat mengajukanpermohonan
perpanjangan masa tambat selambat-Lambatnyadilakukan 1x24 jam
sebeLummasatambat berakhir.

(2) Perpanjanganmasa tambat sebagaimanayang dimaksud pada ayat (1)
hanyadapat berlaku untuk 1 (satu)kali masaperpanjangan.

(3) Untuk kelebihan waktu tambat setelah perpanjanganselanjutnya kepada
perusahaan pelayaran danIatau keagenan peLayaran akan dikenakan
tambahantarif sebesar200%(duaratus persen)dari tarif dasar.

(4) Untuk kapal yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa
tambat sebagaimanadimaksudpada ayat (1) maka kapal haruskeluar dan
dermagauntuk berlabuh/lego jangkar.



Halaman15 dari 28

(1) Wilayah kerja perairan peLabuhanSabang juga melayani kegiatan keluar
masukserta sandarkapalwisatayacht dansejenisnya.

(2) Terkait dengan standar pelayanan kapal wisata yatch merujuk kepada
PeraturanKepaLaBPKSNomor06 Tahun2016 tentang StandarOperational
Prosedur Bersama Pelayanan KapaL Wisata (sailing yatch) Asing di
PelabuhanSabang,Aceh.

Pasal23
Jasa Pelayanan KapalWisataYacht dan sejenisnya

(1) Ketentuan tentang tata cara pelayanankapal dan pelabuhandiatur lebih
lanjut dalam Peraturan Kepala BPKStentang system dan ProsedurKerja
Kapal dan Barangdi LingkunganPelabuhanBadanPengusahaanKawasan
Sabang.

(2) Tarif kepil ditetapkan secara terpisah sebagaiacuan kerja dan ketentuan
tarif kepil dan/atau mooring pelabuhansetelah dimusyawarahkanbersama
tenagakerja bongkarmuat, diketahui dan disetujui oleh syahbandar.

Pasal22
Jasa Pelayanan AngkutanLaut Perintis

(1) KapaLangkutan laut perintis dikenakan tarif pelayanankepelabuhanyang
berlaku untuk kapalpelayaranrakyat.

(2) KapaL angkutan laut perintis yang beroperasai tidak sesuai dengan
trayeknya dikenakan tarif pelayanan kapal niaga angkutan laut dalam
negeri.

Pasal21

(1) PerubahankapaLyang bertambat tanpa mengajukan permohonan kapal
yang bertambat tanpa mengajukan perrnohonansebagaimanadimaksud
pada Pasal 17 akan diLakukantindakan oleh BPKSdenganurutan sebagai
berikut:
a. BPKS akan menyampaikan teguran tertuLis kepada perusahaan

pelayarandan/atau keagenanpeLayaran;
b. BPKSakan menerapkansanksi tarif sebesar200%(dua ratus persen)

dari tarif dasar;
c. BPKSakan mengeluarkanpaksa kapal dari tambatan ke area yang

ditentukan oleh otoritas peLabuhan.
(2) Perusahaan peLayaran dan/atau keagenan pelayaran yang tidak

mengindahkanseLuruhdampakdan biayayangtimbuLdari pelaksanaanayat
(1) sebagaimanatersebut di atas akan dibebankankewajiban sebagaimana
tertuang dalamSOPpiutang BPKS.

(3) SeLuruhakibat hukum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2)
sepenuhnyamenjadi tanggungjawab perusahaanpelayarandan/atau agen
pelayaran.

Pasal20



Halaman 16 dari 28

(1) Badan usaha bongkar Imuat/EMKLI forwarding yang meLaksanakankegiatan
layanan jasa barang di Lingkungankerja peLabuhanwajib untuk terdaftar.

(2) Badan usaha bongkar/muat/EMKLlforwarding bekerja setelah permohonan
layanan jasa barang disetujui oleh BPKS (mengisi formulir 1.B) dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. surat penunjukan pelaksanaan bongkar Imuat dan pemilik barang
(kontrak kerja bongkar/muat-stevedoring);

b. copy bUt of loading;
c. copy manifest;
d. copy shipping order instruction menyebutkan pelabuhan tujuan;
e. jumlah dan jenis muatan, untuk penentuan peralatan bongkar/muat;

Pasal27
Ketentuan Umum Layanan Jasa Barang

Tarif Layanan Barang terdiri dari:

(1) Layanan jasa dermaga;

(2) Layanan jasa bongkar/muat;

(3) Layanan jasa penumpukan; dan

(4) Layanan jasa petikemas.

Pasal26

Bagfan Kedua
Tarif Layanan Jasa Barang

Pasal25

Pembebasan tarif bagi kapal wisata yacht dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Melakukan kunjungan dalam rangka mengikuti pelaksanaan perlombaan,
pameran dan festival;

(2) Membutuhkan penanganan kedaruratan.

(1) Kapal yacht berbendera asing dan berbendera Indonesia yang menyinggahi
Pelabuhan Sabang, dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Dollar
Amerika Serikat (USD);

(2) Pengenaan tarif bagi kapal wisata yacht terdiri :

a. pas masuk;

b. penambatan di mooring bouy.

Pasa124



Halaman 17 dari 28

(1) Tarif pelayanan dermaga dikenakan bagi setiap barang yang
dibongkar/dimuat dari atau ke kapalltongkang yang bertambat maupun
yang tidak bertambat yang lokasi kegiatanyaberadadi dalamdaerahkerja
dan daerahlingkungankepentinganpelabuhan

(2) Barang yangdimuatl dibongkarmelalui dennaga:

a. ke dari/atau kapalltongkang dikenakan tarif pelayananjasa dermaga
sebesartarif dasar;

b. ke dari/atau tongkang/kapal dan selanjutnya langsung ke
tongkang/kapal lain atau sebaliknya (rede transport), dikenakantarif
pelayananjasa dermagasebesarsatu tarif dasar;

c. ke kapalltongkang yang bersandar, pada kapalltongkang lain yang
sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya, dikenakan tarif
pelayanan jasa dennaga sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari tarif dasar.

(3) Barang yang dimuat/dibongkar dari tongkang ke kapal yang sedang
bertambat pada tambatan, tanpa melaLui dermaga atau sebaliknya,
dikenakan tarif pelayananjasa dermaga sebesar50%(lima puluh persen)
dari tarif dasar.

Pasal28
Layanan Jasa Dermaga

(3) Badan usaha bongkar/muat/EMKLlfolWarding yang hanya melaksanakan
saLahsatu Layananjasa barang menyampaikan kepada BPKStentang
Layananpada saatpendaftaran.

(4) Pelayananjasa barang terhadap barang berbahaya sebagaimanadiatur
dalam International Maritime Dengerous Goods Code (IMDG
Code) dikenakantarif denganketentuan sebagaiberikut:

a. terhadap barangberbahaya,dikenakantarif jasa peLayanantambahan
sebesar100% (seratuspersen)dari tarif dasar;

b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (LabeL)
dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan sebesar 200% (dua ratus
persen)dari tarif dasar;

c. barang berbahaya sesuai ketentuan IMDG code untuk kelas I dan IV
tidak diperbolehkan ditumpuk di lapangan penumpukan danl atau
gudang.

f. jumlah buruh yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yang ditentukan
(sesuai produktifitas bongkar/muat);

g. badan usaha bongkar/muat/EMKL/forwarding harus mengajukan secara
tertulis permohonan pembongkaran muatan sementara dan
penumpukan barang; dan

h. kesiapan angkutan daratl jumlah truk yang disiapkan untuk
pelaksanaan angkutan darat ke gudang penerimaan.



(2) Untuk muatan berbahaya disertai dengan izin bongkar/muat barang
berbahaya dari syahbandar.

(1) Kegiatan bongkar/muat terdiri dari:
a. kegiatan bongkar/muat; dan
b. kegiatan bongkar/muat, sementara yang terjadi dikarenakan jadwal

kapal, kekurangan sarana angkut darat.

Pasal33
Layanan Jasa Bonskar/Muat

Pasal32

Pelayanan jasa dennaga yang terganggu/rusak akibat dari kegiatan
bongkar/muat akan dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan sebesar 50% (lima
puluh persen) dari tarif dasar.

Pasal 31

Tarif pelayanan jasa dermaga untuk peti kemas overhe;ghtloverwidthl
overlength, dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari tarif dasar.

Pasal30

Tarif pelayanan jasa dermaga untuk barang yang berada di atas truck dan
atau chassis yang diangkut dengan kapal Ro-Rodikenakan jasa dermaga :

a. jasa dermaga terhadap barang dengan satuan tons/m3/boxs/ekor;
b. jasa dermaga terhadap truck I chassis pengangkut dengan satuan tons

kecuali berfungsi sebagai alat mekanik/peralatan kapal bersangkutan.

Pasal29

(1) Barang dalam petikemas yang berstatus lel dibebankan kepada masing­
masing pengirim/penerima/pemilik barang sesuai dengan ukuran dan jenis
barangnya

(2) Tarif pelayanan jasa dermaga untuk :
a. barang dalam kemasan dihitung berdasarkan satuan boxs;
b. barang tidak dalam kemasan dihitung berdasarkan satuan tonI m3;

c. jenis hewan dihitung berdasarkan satuan ekor.

(4) Barang yang dibongkar/dimuat antar kapal dengan alat apung lainnya tanpa
melalui dermaga di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan perairan pelabuhan dikenakan tarif pelayanan jasa dermaga
sebesar 25% (dua puluh lima persen) per ton atau m3 (meter kubik) dari
tarif dasar dan dipungut dari kapal yang dibongkar dan kapal yang memuat.



Halaman 19 dan 28

(1) Tanf jasa pelayananpenumpukandi lapanganpenumpukan/CFSdikenakan
ketentuan sebagaiberikut :

a. untuk barang yang dibongkar dan kapal, han penumpukandihitung
mulai han pernoongkaran pertamaparty barang yang bersangkutan
sampaidenganbarangdikeluarkandan tempat penumpukan;

b. untuk barang yang dimuat ke kapal, han penumpukandihitung mulai
han penumpukanpertamaparty barangyang bersangkutandi tempat
penumpukansampaidenganhan selesai pemuatan keseluruhmuatan
kapalyangbersangkutan.

Pasal36
LayananJasa Penumpukan

Pasal35
Badanusahabongkar/muat/EMKL/forwardjng dilarang :

(1) Menempatkanchassisatau chassisbermuatandi areapelabuhan;

(2) Menyebabkan tumpahannya minyak dari alat bongkar/muat di atas
landasandermaga dikenakan sanksi berupa denda sebesar rp. 250.000,­
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per m2 (meter persegi)per kejadian;

(3) Menepatkan kendaraan kerja (truck dan trailer) diluar area yang
ditentukan.

Pasal34
(1) Kegiatan bongkar/muat dapat dilakukan di area dermaga, di area

penumpukandandi gudanglini.
(2) Khusus area dermagahanya dapat dipergunakan bagi kegiatan

bongkarImuat sementaradenganmasapenumpukansementarapaling lama
3 (tiga) jam.

(3) Pelanggaranterhadap ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
dikenakantarit jasa pelayanantambahansebesar100%dari tarit dasarjasa
penumpukan.

(3) Badan usaha bongkar/muat harus menyediakan:

a. alat bantu pengamanan bongkar/muat seperti jala-jala di lambung
kapaL untuk kegiatan bongkar Imuat barang jenis bag cargo (karung)
seperti berasdansemennon-pallet;

b. memenuhistandarkeselamatandan kesehatankerja (k3);

c. petugas pengawas bongkarImuat secara terus menerus selama
kegiatanbongkar/muat berLangsung;dan

d. time shift kepada petugas pengawasbongkar/muat dari kantor Unit
ManajemenPeLabuhan.



Halaman20 dan 28

Pasal39

Tarif pelayananjasa penumpukanuntuk petikernas:

(1) berstatus LCL,dikenakanterhadap barangyang bersangkutanberdasarkan
ukuran, jenis dan tempat penurnpukanbarang;

(2) berstatus FCL, dikenakan tarif kepada peti kernas ditentukan sebagai
benkut:

Pasal38

Tarif pelayananjasa penumpukanbarang transhipment:

(1) barang transhipment (through cargo)dibebaskan dari pengenaan tarif
pelayananjasa penumpukanselama14 (empat belas) hari terhitung muLai
hari selesai pernbongkarandari kapal pengangkut pertarna (t" carrier)
sampaidenganselesainyapemuatanbarangtersebut ke atas pengangkutan
kedua (2ndcarrier);

(2) barangtranshipmentyang ditumpuk melebihi batas waktu sebagaimana
dimaksudpada huruf a, dikenakan tarif penumpukansebesar200 % (dua
ratus persen) dari tarif dasar per han, dihitung mulai hari ke-1S dan
seterusnya.

Pasal37

Tarif pelayanan jasa penumpukan di lapangan penumpukan/CFSdikenakan
denganperhitungansebagaiberikut :

(1) Untukbarangyangdibongkardari kapal (pemasukanbarang):
a. masa I, hari pertama sampai dengan hari keLima dikenakan tarif

pelayanan jasa penumpukan 1 (satu) han dari tarif dasar dan hari
keenam sampai dengan hari kesepuluh dihitung perhari
sebesartanf dasar.

b. masaII, hari kesebeLasdanseterusnyadihitung perharinyasebesar200%
(duaratus persen)dari tarif dasar.

(2) Untukbarangyangdimuat ke kapal (pengeLuaranbarang):

a. masa I, hari pertamasampai dengan hari ketujuh dikenakan tarif
pelayanan jasa penumpukan 1 (satu) hari dari tarif dasar dan hari
kedelapan sampai dengan hari keempat belas dihitung perharinya
sebesartarif dasar;

b. masa II, hari kelima belas dan seterusnya dihitung perhannya 200%
(duaratus persen)dan tarif dasar.

(2) Pekerjaan quay transfer operations sampai di lapangan di lapangan
penumpukandan/atau gudangdan kegiatan bongkar muat dilaksanakan
oLehBadanUsahaBongkarMuat/EMKL/Forwading.

(3) Pengaturan/penataanbarangyangakanditumpuk di lapanganpenumpukan
dan/atau gudangdiatur oLehBPKS.



Halaman21 dan 28

(1) Tanf pelayanan bongkar/muat petikemas dengan status FCL dikenakan
ketentuan sebagai benkut :
a. tarif bongkar/muat petikemas dengan status FCL sudah termasuk

pelayanan dermaga;

Pasal43
Layanan Jasa Petikemas

Tanf pelayanan pergudangan untuk barang yang dibongkar/muat dan dan ke
kapal dengan perhitungan sebagai benkut:

(1) Han I : 1 (satu) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan
tartt pelayanan pergudangan 1 (satu) hari dan tanf dasar.

(2) Han II : 25 (dua puluh lima) jam sampai dengan 48 (empat puluh delapan)
jam dan seterusnya dihitung perhannya dan dikenakan tarif tambahan 100%
dan tarlf,

Pasal42

Pasal41
Tarif pelayanan jasa penumpukan di gudang lini dikenakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

(1) Barang yang dibongkar dan kapal, dihitung mulai han pembongkaran
pertama sampai dengan barang dikeluarkan dari tempat penumpukan.

(2) Untuk barang yang dimuat ke kapal dihitung mulai han penumpukan
barang sampai dengan han selesai pemuatan keseluruhan muatan
kapal.

(3) Batas waktu pemakaian gudang transit adalah 10 (sepuluh) han sejak
barang dimasukkan.

(4) Penumpukan barang di gudang melebihi 10 (sepuluh) han BPKStidak
bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan.

(5) BPKSberhak mengeluarkan barang dan gudang lini apabila pemilik barang
tidak memperpanjang masa penumpukan sebagaimanan poin (4) dan
dianggap tidak ada pemilik.

Pasal40
Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas yang berukuran kurang dan 20'
(dua puluh feet) dikenakan berdasarkan berat/volume barang dengan satuan
ton atau m3 (meter kubik).

a. masa I, hari pertama sampai dengan han keUma dikenakan tanf
penumpukan 1 (satu) han dan tarif dasar dan hari keenam sampai
dengan han kesepuluh dihitung per han sebesar tarif dasar;

b. masa II, han kesebelas dan seterusnya dihitung per harinya
sebesar 200%(dua ratus persen) dan tanf dasar
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(1) dari tempat penumpukanke atas chassispenerimapetikemas;atau

(2) dan chassis terminal petikemaske chassispetikemas;atau

(3) dari chassispengirimpetikemasketempat penumpukan.

Tarif pelayanan lift onllift off petikemas, dikenakan atas pelayanan
mengangkatpetikemasdengankegiatansebagaiberikut :

Pasa(44

(1) Petikemasyang tidak melengkapistatus FCL atau LCL, ditetapkan sebagai
status FCL dan berlaku ketentuan tarif pelayanan bongkar/muat
petikemas.

(2) Perubahanstatus dari FCLmenjadi LCL, dikenakantarit FCLdan perubahan
statusdari LCLmenjadi FCLdikenakantarit LCL.

Pasal45

b. membongkar petikemas dari kapal, mengangkut, menurunkan langsung
di lapangan penumpukan terminal petikemas; dan

c. mengangkat petikemas dari lapangan penumpukan dan memuat ke
kapal.

(2) Tarit pelayanan bongkar/muat petikemas dengan status LCL dikenakan
ketentuan sebagai berikut :
a. tarit bongkar/muat petikemas dengan statsu LCL tidak termasuk

pelayanan dermaga;
b. membongkar petikemas, mengangkut, menurunkan langsung dan

menyusun di lapangan penumpukan terminal petikemas;
c. mengangkatdan mengangkutke CFS, mengeLuarkanbarangdari dalam

petikemaske Lapanganpenumpukan;
d. memindahkan petikemas dari lapangan penumpukan ke CFS dan

menyusunbarangdaLampetikemas;dan
e. memindahkan ke Lapanganpenumpukan terminaL petikemas, dan

seLanjutnya mengangkat dan mengangkut petikemas tersebut ke
dermagasertamemuatke kapal.

(3) Tarit pelayananpetikemasalih kapal (transhipment) menggunakanLapangan
penumpukandenganketentuan sebagaiberikut:

a. kegiatan membongkar/memuat alih kapal dilaksanakan di dermaga
petikemasyangsama;

b. tarif pelayanan petikemas alih kapal (transhipment) dengan
menggunakan lapangan penumpukan dikenakan tarit pelayanan
membongkardanmuat petikemas.
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(2) Waktu/jam penggunaan sewa alat mekanik dan alat bantu bongkar/muat,
di luar wilayah kerja operasional pelabuhan BPKS dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. waktu sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu
bongkar/muat milik pelabuhan bpks minimal 3 (tiga) jam;

b. kurang dari ~ (setengah) jam menjadi ~ (setengah) jam;
c. di atas ~ (setengah) jam sampai 1 (satu) jam menjadi 1 (satu) jam.

(1) Waktu/jam penggunaan sewa alat mekanik dan alat bantu bongkar/muat,
di pelabuhan bpks dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal47

(2) Tarif pelayanan sewa alat-alat mekanik dan aLat bantu bongkar/muat
dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat

dihitung dengan satuan per Ijam;
b. jam pemakaian sewa alat-alat mekanik terhitung mulai jam

pemberangkatan dari tempat penyimpanan alat, seLama penggunaan
ditempat pekerjaan sampai jam kembali di tempat penyimpanan alat;
dan

c. biaya operasionaL alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu
bongkar Imuat yang ditimbuLkan selama jam kerja alat ditanggung oLeh
penggunalayanan.

(1) Ketentuan layanan jasa pengoperasian alat mekanik dan alat bantu
bongkar/muat :

a. Badan Usaha bongkar/muat yang mengoperasikan aLat-alat mekanik
dan aLat bantu bongkar/muat miLik BPKS, wajib membayar jasa
pelayanan aLat;

b. Badan Usaha bongkar/muat yang mengoperasikan aLat-aLat mekanik
dan aLat bantu bongkar/muat miLik sendiri di pelabuhan BPKS,wajib
membayar imbalan layanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari
ketentuan tarif dasar sewa alat mekanik;

c. ketentuan pengenaan tarif imbalan jasa aLat-alat mekanik yang belum
ditetapkan tarifnya dalam peraturan ini, dapat melakukan mekanisme
dengan menggunakan satuan hitungan sewa lainnya;

Pasal46

Bagian Ke Tisa
Tarif Layanan Jasa Alat dan Penunjang

Kegiatan Kepelabuhanan
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f/~

Besarantarif layanan Jasa Kepelabuhananyang meliputi tarif layanan jasa
kapal, tarif layanan jasa barang dan tarif layanan jasa alat dan penunjang
kegiatankepelabuhanantercantum dalam lampiran 1 (satu)peraturan ini.

Pasal50

Pasal49

PenyediaLayananbongkar/muat yang tidak mengoperasikanalat-alat mekanik
miliknya dan alat-alat tersebut beradadi dalam daerah pelabuhan, dikenakan
tarif pelayanandan penumpukandenganperhitungan100%(seratuspersen)dari
tarif dasar.

Pasal48

Penyewaanalat-alat mekanik dan alat bantu bongkar/muat milik pelabuhan
BPKSyang di operasionaLkandi luar wilayah kerja operasional pelabuhan
denganketentuan sebagaiberikut :

(1) Penyewaanmobile crane (tadano)dan reachstacker (komatsu)di kenakan
penambahanbiayasebesar60%(enampuLuhpersen)dari tarif dasar.

(2) Penyewaanforklift di kenakanpenambahanbiaya sebesar50%(lima puluh
persen)dari tarif dasar.

(3) Penyewaantruck trailer di kenakanpenambahanbiaya sebesar35%(tiga
puluh lima persen)dari tarif dasar.

(4) Membuatperjanjian kontrak kerja sewa denganunit manajemenpelabuhan
bpks

(5) Kontrak kerja sewa sebagaimanapada point 4 (empat) paling sedikit
memuat dasardan ketentuan perjanjian, jenis aLatberat dan Lokasikerja,
biayadanoperator, ketentuan kerja alat, keamananalat danperselisihan.

a. waktu sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu
bongkar/muat milik pelabuhan BPKSminimal 8 (delapan) jam;

b. kurang dan ~ (setengah) jam menjadi ~ (setengah) jam;
c. di atas ~ (setengah) jam sampai 1 (satu) jam menjadi 1 (satu) jam
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(3) Pass masuk pelabuhan ditagihkan kepada orang perorang, badan usaha
pelabuhan, perusahaan bongkar muat/perusahaan agent/shipping/trave.

(2) Passmasuk pelabuhan sebagaimana dalam ayat (1) dikenakan kepada:
a. tenaga kerja badan usaha pelabuhan yang melaksanakan kegiatan di

wilayah kerja pelabuhan;
b. penumpang kapal yang berkunjung melalui kapal penumpang/pesiar;
c. kendaraan pengantar/penjemput tenaga pekerja badan usaha

pelabuhan;
d. kendaraan pengantar/penjemput penumpang kapal;
e. kendaran pengangkut barang badan usaha pelabuhan yang melakukan

kegiatan di wilayah kerja pelabuhan;
f. trailer, truck gandeng, prime movers dan sejenisnya yang digunakan

oleh badan usaha pelabuhan yang melakukan kegiatan di wilayah kerja
pelabuhan.

Bagfan Kedua
Tanf layanan PassPelabuhan untuk orang dan kenderaan

Pasal52

(1) Layanan pass pelabuhan untuk orang dan kendaraan terdiri dari:
a. passmasuk orang untuk 1 (satu) hari/kunjungan;
b. passmasuk kenderaan untuk 1 (satu) kaLiI perkunjungan.

Pasal51

PeLayananair bersih dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Badan Usaha Pelabuhan danl atau kapaL mengajukan pennohonan
permintaan pengisian air kepada Unit Manajemen Pelabuhan BPKS.

(2) Permintaan pelayanan air bersih di dermaga dilaksanakan dengan
ketentuan permintaan minimal 10m3 (sepuluh meter kubik).

(3) Tarif pelayanan air bersih untuk kapaL Luar negeri dipelabuhan dikenakan
daLammata uang dolar amerika serikat (USO).

(4) Tarif peLayanan air bersih untuk kapal dalam negeri di pelabuhan,
dikenakan dalam mata uang Rupiah (lOR).

Bagian kesatu
Tartf Layanan Air Bersih

BAB IV

PELAKSANAAN KETENTUAN TARIF LAYANAN OPERASIONALDAN

ADMINISTRASIJASA KEPELABUHANAN TERKAIT LAINNYA
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Pasal55

Penagihan Pelayanan jasa Kepelabuhanan dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :

(1) Unit Manajemen Pelabuhan membuat esttmasi perhitungan biaya (EPB)
setiap pelaksanaan jenis dan tarif pelaksanaan layanan, berdasarkan form
bukti permintaan pelayanan Jasa.

(2) Laporan bukti permintaan pelayanan jasa disampaikan kepada kepala biro
keuangan dan sistem informasi.

(3) Berdasarkan laporan estimasi perhitungan biaya layanan kepelabuhanan
kepala biro keuangan dan sistem akuntansi membuat Imengeluarkan nota
tagihan.

(4) Nota tagihan sebagaimanan di maksud pada poin (c) biro keuangan
menyapaikan kepada pengguna jasa layanan.

Bagian Kelima
Penagihan/Penyetoran dan Pelaporan

Pasal54

Pelayanan Kebersihan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan terhadap setiap
kegiatan bongkar dan/atau muat pada pelabuhan.

(2) Tarit pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan kepada perusahaan
bongkar/muat, dan dibayarkan bersama-sama dengan pelayanan demaga.

(3) Besaran pungutan keberslhan di pelabuhan ditetapkan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari tanf pelayanan demaga

Bagian Keempat
Layanan Sampah/Kebersihan Oermaga

Pasal53

Pelayanan listrik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Badan usaha pelabuhan dan/atau perusahaan/agen pelayaran mengajukan
permohonan pelayanan listrik kepada unit manajemen pelabuhan BPKS.

(2) Satuan ukur tarif pelayanan listrik adalah tarif dasar dari PT. PLN dalam
kWh.

(3) Badan usaha pelabuhan dan/atau perusahaan/agen pelayaran yang
menggunakan layanan listrik dibebankan biaya tambahan pelayanan
sebesar 30%(tiga puluh persen) dari tarif dasar.

Bagian Ketiga
Layanan Listrik
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til,

Pasal60

Jasa pelayanan pemanduan kapal dan/atau jasa pelayanan penundaan
kapal diberikan oleh Badan PengusahaanKawasanSabangdanl atau asosiasi
pandu/tunda yang terdaftar/diakui/mengikat din melalui perjanjian
kerjasama dengan Badan PengusahaanKawasanSabang.

(1) Tata laksana jasa pelayanan pemanduan kapaL dan/atau jasa pelayanan
penundaan kapal merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal.

(2) Peraturan ini dapat dilakukan riview dan atau perubahan tarif layanan
paling sedikit 2 (dua) tahun setelah peraturan ini diberlakukan.

Pasal59

Besaran tarif layanan air bersih dan tarff Layanan jasa terkait kepelabuhan
lainnya tercantum dalam lampiran 2 (dua) peraturan ini

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal58

Selain berbagai denda sebagaimana tercantum dalam berbagai pasal di atas,
kepada Badan Usaha yang menggunakan jasa layanan kepelabuhanan
dan menyebabkan terjadinya gangguan/kerusakan berbagai fasilitas peLabuhan
juga wajib mengganti kerusakan seniLaiharga objek yang rusak.

(2) Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam peraturan in1dikenakan
berupa
a. surat permgatan tertulis dengan jangka waktu sebulan;
b. penghentian peLayanansementara;
c. pembekuan izin usaha untuk jangka waktu tertentu; danl atau
d. pencabutan izin usaha.

(1) Penerapan denda/sanksi dilakukan secara administrasi melalui surat­
menyurat, pelunasan denda dan pergantian objek kerusakan yang
ditimbulkan.

BaBian Keenam
Denda I Sanksi

Pasal57

Pasal56

Kepala Unit Manajemen Pelabuhan wajib melaporkan seluruh estimasi
perhitungan biaya (EPB) layanan untuk setiap jenis tarif layanan kepada kepala
Badan Pengusahaan Kawsan Sabang Cq. Oeputi komersial dan investasi, dan
kepada kedeputian dan direktorat terkait paling lambat setiap tanggal 5 (lima)
bulan berikutnya.
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Sabang
'9 Agustus 2019

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pasa( 65

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal64

Pada saat peraturan ini berlaku, maka:

(1) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Nomor 02 BPKS
2015 tentang Prosedur Pelaksanaan Dan Pelayanan Tarif Jasa Kapal, Tarif
Jasa Barang/Dermaga, Tarif Jasa Alat Dan Penunjang Kegiatan
Kepelabuhanan Di Lingkungan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
BebasSabang

(2) Peraturan Kepala Badan PengusahaanKawasanSabang Nomor 05 BPKS2017
tentang perubahan tarif layanan cruise dan tarif air kapal dieabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Penetapan keputusan ini akan berlaku berdasarkan dan ditafsirkan serta
dilaksanakan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia, segala
perselisihan yang timbul terkait dengan penetapan keputusan ini akan
diselesaikan melalui BadanArbitrase Nasionallndonesia.

BABVI
HUKUM DAN PENYELESAIANPERMASALAHAN

Pasal63

Pasal62

Apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam
penetapan keputusan ini, maka akan diadakan penyempumaan sebagaimana
mestinya.

Pasal61

Seluruh kontrak/perjanjian/fakturl yang telah ditebitkan dan diproses sebelum
peraturan ini berlaku tetap dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan
yang berlaku tersebut sebelum peraturan ini ditetapkan.
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NO JENIS LAYANAN SATUAN TARIF

\1) \:l) (3) (9J
A LAYANAHKEPELABUHANAN

I LAYANAHKAPAL
1). Ja.saLabuh Kapal

a. Dalam Hegerl

1) kapal niaga per GTIkunjungan Rp 80,00

2) kapal bukan nlaga per GTIkunjungan Rp 38,50

b. Luar Negen

,) kapal nlaga per GTIkunjungan S 0,10

2) kapal bukan nlaga per GTIkunJungan S 0,10

c. Tarif Labuh Kapal Cruise per GTIkunjungan S 0,08

2). Jasa Tambat Kapal

a. Dalam Negeri

1) dermaga (beton, besf, kayu) per GTletmal Rp 66

2) breastlns dolphin dan pelampuns per GTletmal Rp 36
r----

3) plngglran per GTletmal Rp 23

b. Luar Negerl

1) dermaga (beton, best, kayu) per GTletmal S 0,120

2) breastlns dolphin dan pelampung per GTletmal S 0,063

3) pfngglran per GTletmal S 0,020

c. Tarif Tambat ka~l cruise leer GTletmal S 010

3). PelayaNin Jasa Kapal YAcht dan S.jenisnya
a. Pelayanan Pass Perkunjungan/Kapal S 25,00
b. Moorlns Buoy Per tambat/kapallhari S 4,60

Tanf layanan Jasa K~pelabuhanan
~dan P~n8usaahaan KAwasan

Perdapnpn Bebas dan P~labuhan Bebas Sabana

Tahun 2019
Agustus 2019

Nomor:
Tanggal:

Lampiran I : Peraturan Kepala Badan PengusahaanKawasan
PerdaganganBebas dan Pelabuhan BebasSabang



II LAYANAN BARANG
1). Jasa Dermaga

a. barang dalam kemasan
1. petikemas di dermaga konvensional

a. ukuran 20'

0 Kosong Per boxs Rp 21.613

0 isi Per boxs Rp 47.775

b. ukuran dtatas 20'

0 Kosong Per boxs Rp 32.988

0 isi Per boxs Rp 46.663

2. palet dan unitisasi Per Toni M3 Rp 1.190

b. barang tidak dalam kemasan

1.
tidak menggunakan alat khusus I Per Toni M3 Rp 1.251
mekanis
tenggunakan alat khusus/mekanis

2. (conveyer I pipal pompal wheel Per Toni M3 Rp 1.190
loade r dan sejenisnya)

hewan (sapi, kerbau, babl, kambing
Per Ekor Rp 1.593c. dan sejenlsnya)

2). Jasa Songkar/Muat
a. bongkar Imuat

1. dalam regen
a. curah cair Per Ton Rp 2.520
b. breakbulk. via gudang Per Ton Rp 8.775
c. breakbulk via angkutan langsung Per Ton Rp 8.775

2. luar negen
a. curah calr Per Ton Rp 4.635
b. breakbulk via gudang Per Ton Rp 17.550
c. breakbulk via angkutan langsung Per Ton Rp 17.550

b. lift on atau lift off
1. dalam negen

a. petikemas lsi Per Soks Rp 104.475
b. petikemas kosong Per Soks Rp 52.238

c. barang umuml curah/paletl Per Ton Rp 7.913unltisasl cargo
d. trucking free on truck Per Ton Rp 7.913

2. luar negen
a. petlkemas 151 Per Soks Rp 156.713
b. petikemas kosong Per Soks Rp 78.356

c. barang umuml curah/paletl
Per Ton Rp 7.913unitisasl cargo

d. trucking free on truck Per Ton Rp 7.913
3). JasaPenumpukan

a. gudang Per ton atau m3/hari Rp 410,00
b. lapangan non petl kemas

1. baran!! umum/curahl Per ton atau m3/han Rp 250,00

2. hewan (sapl, kerbau, babl, kambing
dan sejenisnya) Per ekor Ihan 2.610,00

4). Lapangan Peti kemas
a. petikemas ukuran 20'

1. kosong Per box/han Rp 3.413
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2. isi Per box/hari Rp 6.825

3. overhe;ghtl overlength/ overwidth Per box/hari Rp 13.650

4. petikemas reefer Per box/han Rp 13.650

5. chesis kosong Per box/hari Rp 4.750

6. chesis bermuatan Per box/hari Rp 4.750

b. Petikemas berukuran 40'

1. kosong Per box/han Rp 6.825,00

2. isi Per box/hart Rp 13.650,00

3. overheight/ overlength/ overwidth Per box/han Rp 27.300,00

4. petikemas reefer Per box/hari Rp 27.300,00

5. chesis kosong Per box/han Rp 8.450,00

6. chesis bermuatan Per box/han Rp 8.450,00

III Layanan Jasa Alat dan Penunjana Ketiatan Kepelabuhanan
1). SewaAlat-alat Mekanik

a. crane darat (Mobile Crane)
1. sId 20 ton Per jam Rp 260.000,00
2. 21 sId 40 ton Per jam Rp 292.500,00
3. 41 sId 60 ton Per jam Rp 352.000,00

b. forklif
1. sId 2 ton Per jam Rp n.800,OO
2. 3 sId 5 ton Per jam Rp 104.000,00
3. 5.5 sId 7 ton Per jam Rp 135.200,00
4. 8 sId 42 ton Per jam Rp 260.000,00

c. truck Trailer
1. kapasftas 15 ton Per jam Rp 325.000,00
2. kapasftas 30 ton Per jam Rp 390.000,00
Truck crane kapasitas 6 ton Per jam Rp 162.500,00
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B Tanf Layanan Operasional Dan Administrasi Kepelabuhanan Lainnya
1 Tanf Layanan Air Bersih Kapal

a. tarif air untuk kapallaut dalam Negeri Per Ton Rp 25.000,00

b. tarif air untuk kapallaut luar Negeri Per Ton $ 4,50

II PassPelabuhan Untuk Ora.,. Dan Kendaraan
a. passorang Per han I orang Rp 5.000,00
b. passkendaraan

) pick up, min; bus, sedan, jeep dan Per han I kenderaan Rp 15.000,00a • sejenisnya
b). truck, mobil box, Busdan sejenisnya Per han I kenderaan Rp 20.000,00
) trailer, truck gandeng, prime movers dan Per han I kenderaan Rp 50.000,00

C • sejenisnya

Tanf Layanan Air Bersih Dan Tanf Layanan Jasa Terkait Kepelabuhan Lainnya
BaclanPengusaahaan Kawasan

Perdapnpn Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Lampiran II : Peraturan Kepala Badan PengusahaanKawasan
Perdagangan &ebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Nomor : 02-Tahun 2019
Tanggal : 19 Agustus 2019


